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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR  45   TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN 

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2010
BUPATI BANTUL,

	Menimbang         :
	a. bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR), perlu dibentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) ;

b. bahwa untuk memperlancar tugas dan fungsi Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

 

	Mengingat          :


	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;



	Memperhatikan    :
	1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;


	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan     :
	

	KESATU          :
	Membentuk Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA            :
	Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	KETIGA           :
	Tugas Sekretariat Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi       (TP-TGR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. mempersiapkan bahan-bahan persidangan kasus TG-TGR;

b. mempersiapkan konsep surat gugatan dan surat keputusan pembebanan TP-TGR; 

c. menyiapkan dokumen kerugian daerah; dan

d. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Majelis TP-TGR. 



	KEEMPAT        :
	Dalam pelaksanaan tugasnya Majelis Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.



	KELIMA            :      
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.



	KEENAM          :
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2009 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



	KETUJUH        :      
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal   13 JANUARI 2010
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD KabupatenBantul;

3. Kepala Inpektorat Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

5. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;

6. Kepala BKD Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   45    TAHUN 2010
TANGGAL  13 JANUARI 2010
SUSUNAN DAN PERSONALIA

	No.
	Jabatan Dalam Majelis dan Sekretariat TP-TGR
	Jabatan Dalam Dinas
	Keterangan

	1
	2
	3
	4

	I

1.

2.

3.

4.

II

1.

2.


	MAJELIS TP-TGR

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Sekretariat TP-TGR

Sekretaris

Anggota


	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul

Kepala DPKAD Kabupaten Bantul

1. Sekretaris DPKAD Kabupaten Bantul

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

3. Kepala BKD Kabupaten Bantul

Ka. Bidang Belanja DPKAD Kab. Bantul

1. Ka. Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kab. Bantul

2. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Inspektorat Kab. Bantul

3. Ka. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

4. Ka. Bidang Aset DPKAD Kab. Bantul

5. Ka. Bidang Akuntansi DPKAD Kabupaten Bantul

6. Kasi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Bantul

7. Unsur DPKAD Kabupaten Bantul

8. Unsur Bagian Hukum Setda
	1. Wahyu Handriyani

2. Dwi Purwani

Ambar Sutadi, SH




BUPATI BANTUL,   

M. IDHAM SAMAWI
